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DENG/Y RAIMT TUHAN YANG MAHA ISA
WALTKOTAM.DY.: KGPaLd DAIRAH TINGEKAT IT SURABAYA

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang
Pembangunan Perumahan dan Pemukiman serta memberikan pelayanan uris—
an pembantuan dividang Perumahan dan Pemukiman berwawasan limgkungan
hidup, dipardasng perlu adanya Perangkat atau Lparat yang memedal dan
mampu untuk pengendaliannya

bahwa dalam rangka melaksanaksn urusan rumah tangga Daerah {otonomi)
dibidang urusan Perumahan, dipandang periu untuk segera meningkatkan
kxedudnkan Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Dacrah Tingkat IX Surabg
ya memjadi Dinss Perumahan Daerah sesumi dengan ketentuan Pasal 49 -
Undang-undang Nomer 5 tabun 1974 junoto Kepuiusan Menteri Dalam Nege
i Nomor 363 Tahun 1977 3

bahwa untuk m:ksud tersebut pada huruf & dan b Konsideran inly dipap
dang perlu untuk segera ditetapkan ketentuan-ketentuan Tentang Pem -
bentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Daerah de
ngan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dzlam suatu Peraturan —
Daerah.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintashan di
Daerah 3

Undang-undang Nomor 16 tzhun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota =
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawe Barat -
dan Daerah Istimewa Yogyakarta junoto Undangeundang Nomor 2 tshun -~
1965
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Undang-undang Nomor {1 tahun 1964 tentung Penetapan Peraturan Pe
merint2h ponggonti Undang-undang Homor 6 tahun 1962 tentang Po —
kok-pokok Ferumaban (Lembsran Negara tahun 1962 Nomor 4) menjadi
Undang=-und..ng ;

Peratursn Pomerintah Komor & tahun 1958 itcntang penyerahan Tugas
Urusan Perumazhan kepada Pemerintah Dacrah Tingkat I g

Peraturan Femerintah ¥omor 17 tahun 1963 tentang Pokok-pokok Pe-—
11ksanaza Peraturan Pemeriniah Pengganti Undang-undang Perumah -
an j

Peratur-n Pomerintah Nomor 49 talun 1963 itenitang hubungan sewa —
menyewn Perumshan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1981

tentang Perubshan atas Peraturan Pemerintnh Nomor 49 tahun 1963
tentang hubungzn sewa menyowa Perumahan }

Keputusan Prosiden Nomor 15 tahun 1977 fentang Tynjangan Jabatan
Struktursl juncto Keputusan Fresiden Republik Indonosia Nomor 9
tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan tunjangan Jabatan Struke
tural ;

Peratursn Monteri Sosial Nomor 7 tabhun 1965 tentang Penggunaan
Perumshan dzlam masa Peralihan

Peraturcn llantori Sosial Nomor 11 tahun 1977 tontang Rumab Peng~
ganti ;

Keputusan bersama Mentori Sosial dan Menteri Dalam Negerd
Nomor 15 tnhun 1982

tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara-pex
Nomor 168 t-hun 1982

kara gewn menyewa Perumahan atau Penggunsan Perumahan yang sudah
diputus, tciapi pubusannya belum dilaksnnckn

Xeputusrn Meatori Sosial Nomor 18/Huk/Kep/V/1982 tentang Petunjuk
Pelaksanax: Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1981 tentang Per—
ubahan =tas Pcrezturan Pomerintah Nomor 49 tzhun 4963 tentang hu -
bungan se¢we menyowa Perumahan

Keputusan Me.tcri Dalam Negeri Nomor 362 $shun 1977 tentang Pola
Organisasi Punerintah Daerah den Wilayzh ;

Keputusan Menteri Dalam Negerd Nomor 363 $ahun 1977 tentang Pedom
an pembentulan, Susunan Organisasi dan Tat: Kcerja Dinas Dacrah 3

Peraturan Dacrab Propinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 1968 tentang
Penyerahan Tugas Urusan Perumahan kepada Dacrah Tingkat IT §



15« Peraturan Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat IT Surabaya Nomor 2 ta~

hun 1979 tuntang Susunan Organisasi dan Tatz Kerja Sckretariat Ko
tamadya Ieerah Tingkat II dan Sekretariat Dowsn Perwakilan Rakyat
Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat IT Surabaya junctis Peraturan Dag
rah Kotamadya Daernh Tingkat IT Surabsya Nomor 6 tahun 1983, Per
aturan Docrah Nomor 13 ftahun 1986,

Dengan Porsetujuan Dewan Porwakilsn Rakyat Daerak Kotamadys Dacrah T4ngkat II Suyra~

baya,

Menetopkan

MEMUTUSKAN

¢ PGRATURAN DALRAH KOTAMADYA DAGRAH TINGKAT 1T SURABAYA TENTANG FEMBEN
TUK/AN, SUSUNLAEK ORG.FISASI DAN TAT) KBRJA DINAS PERUMAHAN DABRAH KOTA
MATY A DABRAH TINGKLT IT SURABLYA.

BAB I
KATENTUAN UMUM
Pasal 4

Dalam Peraturcn Dacrah ini yang dimaksud dengmn istilah s

Se

b.
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T
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Pemerintah Drersh, ialah Pemerintah Kotamadyn Daerah Tingkat IT
Surabayz 3

Kepala Deerah, izlah Walikotamadya Kepala Dzerah Tingkat II Sura-
baya

Sekretaris Kotamadya/Dacrah, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah
Mngkat 1T Surabayo ;

Dinas Perumzhan Dacrah, ialah Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Da
erah Tingkat II Surabaya ;

Kepala Dinas, ialah Xepala Dinas Perumahan Dacrah j

Panitia Perumahan, izlah Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Ting—
kat TI Surnbayo yang dibentuk cleh Kepala Dazerah sesuai dengan XKe
tentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemepintsh Nooor 49 tahum 1963
juncto Peraturan Pemerintah Nomor 55 tabun 1981 tontang Hubungane
Sewa menyews Porumahan j

Perumahan, ialah bangunan atau bagiarmya tormasuk halaman dan ja~
lan keluar mesuk yang dianggap perlu yang dipergunakan olebh sege-
orang, perusahaan, badan=badan lainuuntuk tempat tingzal atau ko

perluan izin 3§



he Surat Ijin Perumahan selanjutnys disebut S.I.P., ialah Surat Ijin
Perumahan yang dikeluarksn oleh Xepala Dacrah dalam hal ini Kepa-
la Dinas FPerumahan Daerzh terhzdap perumahan yang masih dikuasai-
oleh Pemerintah Daerah ;

is Penghuni Perumahan, ialch orung, perusahaan, badan-badan lain

yang menempati, mendiwuni dan memzkal suatu perumznhan

je Perumnhan Pemerintah, inlzsh porumahsn Pemerintah atan Umum yang at
pergunakan olch Pemerinit:h scsucd dengan ketentuspv-ketentuan BWR
(statblaad 1934 Homor 14 juncto statblaad 1949 Komor 338) dan pe
rumahan yang t<lah dikuas~-i oleh Negara atau Pemerintah Daerah j

ke Penghuni Perumahan tanpa hak, ialah penghuni tanpsa sepcengetahuan
dan seijin pemilik atau ponggontian penghuni atas persetujuan
penghunl lama tetapil tidok seijin dan sepengetahuan pemilik atau
penggunaan perumchan yang telah bapakhir batas waktunya, sesuai-
dengan perjanjian yang telah discpakati sebelumnys ;

l. Sewa belil Perumahan, ialah suatu bentuk sewa menyowz atan jusl -
beli perumahan secara perdate dimana pihnk penyewa menbeli rumah
yang dapat disewakga dengan cora membayar barga sows kepada pemi
1ik yang dapat dianggap scbogail angsuran pembelian dan baru men—
jadi pemilik setclah dig membayar harge sowa yang terakhir

ne Perjanjian Scwn Perumahmn, ialah suatu perjanjian scwn menyewa =
perumahan yang ditentukan bztas waktunya.

BAB II
PEMBINTUKAN
Fasgrl 2

Kontor Urusan Perumahan Kotamadya Deerah Tingkat IT Surabaya yang di
bentuk atau didiriken berdzsarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Peme
rintah Nomer 6 $ahun 1958 jumcto FPoraturan Daerah Propingi Jawae T =
mur Nomor 3 tahun 1968, dinyatek:n menjadi Dinas Perumahan Deerah -
yang ditctspkan dengan Peraturan Dacrah ini,

BB TIT
KLZDUDUKLN
Pas~l 3

(1) Kedudukan Dinas Porumahrn Dacrah adalsh Unsur Polaksana Pemerintah
Daecrah dibidang Perumahzn

(2) Dinas Porumahan Dacrah dipimpin olch seorang Kopala Dinas Pepumah
an Daernh yang bernds l-ngsung dibavmh dan bertanggung jawab sepe
nuhnya kepads Kepala Dxornh g



(3) Dinns Perumahan Dierah dalam mclaksanskan tugasnya borada dibawah
koordinasi administradip Sekret.ris Kotamadya/])e.erah..

BB TV
TUG.'S POKOK D.G¢ FUNGSI
Pagal 4

Tugas Pokok Dinag Perumahan Diernh adclch @
ae Mclzksonakan wruson rumab tanggs D-<rah dibidang pembangunan perue
mahen dan pemukiman berwawasan lingkungan hidup

be Memberikan pelayanan dan urugsn pembontuan dibidang perumahen danw
pemukiman borwawasan 1ingkungzn hidup,

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas Pokok schagaimana dimsksud dalam Pasal 4

Peraturan Daerah ini, Dinas Perumchsn Dacrah mompunyal fungsi :

ne Mengrtur pomakaian dan atau pengguncon Perumahan yang masih dzlam=
pengwwasan Kepala Daerah (Popumzhen ber SIP)

bs Menetapkan harga scwa Perumahan ;

ce Mcmberikan ponunjukan dan penct~pan ponghuni Perumahan

de Mencliti dan menyusun kebutuhan porumahan

te [cndorong Usahs Pembongunan Perumzhnn sesual dengan kébutuban ;

f. lengadokan pencrtiban terhadap panghunian perumahan
ge licrgadakan ovaluasi atns usahs pemcinhin kcbutuban Perumahan ;

he Mclaksznakan pendaftaran 2an pondotann perumahan di Kotamadya Daew
rah Tingkat IT Suralaya ;

i. Mcongumumkan seécarn luis rencana Fembangunan Kota atau Desa./kolu;-uh
=n dongan penunjukan tonab-~tenzbh yoang disediakan guna pembangunan
porumahan,

BiB V¥
SUBUN.H ORG.NIS..SI
Passl 6

(1) Busunan Organisasi Dinas Perum:iwn Decrah tordiri dari
2« Unsur Pimpinan ynitu Kepals Dinns
be Unsur Pembantu Pimpinan yeitu Sub Bagian Tata Usaha
ce Unsur pclaksana yaitu Scksi-gikksi ysng terdiri dari @
1e Sckel Persowaan dan Porijinan §

-y



(2)

(2)

(1)

(2)

(1)

2« Seksi Pengaduan dan Pelaporan ;
3e Sekesi Fengawasan dan Pengosongan.

Bagan Sugunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Daerah
adalah sebagaimena tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah =
ini,

BaB VI
TUGAS WEWELANG DAN TANGGUNG JAWAB
BACTAL FERT.ML
XEP.L. DIHAS
Pagal T

Kepala Dinag mempunyail tugus 3
2 Memimpin pelakssnacn ketentuan sebagaimans dimaksud dalam Pg
#al 4 dan 5 Peraturan Daserah ini ;

be Memimpin dan mengkoordinasikan keglatan-kegiatan aparat D1 =
nas Perumahan Daerah,

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertangeung jawab kepa
da Kepala Daerah,

BLGIN KEDUL
SUB BAGILAN TLATL  USAHA
Posal 8

Sub Bagian Tats Usah: mempunyai tugas ¢
8e Melaksanakan keiatausahaan umum, ketatzusahaan kepegawaian,
ketatausahaan keuangar dan ketatausahaan perlengkapan

b. Melaksanakan nrusan korumah tanggaan H

Ce lielakmanakan tugas~tugss lain yang diberikan oleh Kepala Di=

a8e

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian -
yang dalam melnksanaksn tugasnya bertanggung jawsbh kepada XKe =
pala Dinas,

FPasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari
as Urusan Umum
be Urusan Keuangan ;

Ce Urusan Kepegawoiona.
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(2) Tiap-tiap Urusan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dtpimpin oleh sec—
rang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasmya bertanggung ja e
wab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

(1) Upusan Umum mempuntai tugas :
a. Meryelenggarakan Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Pimpinan Dinaw
Perumahan Daerah 3

bs Menyelenggarakan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statis ;

c+ lenyelenggarakan segsla pekerjacn tik, penggandaan dan ekspedisi $

de Menyelenggarakan upacara~upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat
rapat dinas

¢+ Henyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Dinas Perumahan Deerah ;

f. Menyelenggarakan pengurusan perjzlanan Dinas ;

g« Menyelenggarakan urusan keamanan kantor dan informasi

h, Mengurus pemeliharaan kebersihan gedung Kantor dan 1lingkungan ;

i. Mengurus distribusi alat-alat tulis, perlengkapan Kantor, barang
barang cetakan dan kebutuhan lainnys ;

Je Menyclenggarakan inventarisasi dan registrasi barang-barang wiuk
Dines yang bergerak maupun yang tidak bergerak H

ke Hclrkeanakan tugas-tugas lain yzng diberikan oleh Kepala Sub Bagian
Tata Usnha,

(2) Urusan Keuangan mempunysi tugas

2= Mcnylapkan pemyusunan Rencana .nggaran Pendapatan dan Belanja Dage
rah untuk Dinas Perumahan Daerah ;

be Menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan Anggaran H

ces Mengurus Surat-surat Keputusan Otorisasi Keuangan ;

de Menorima dan menyimpan semus Uszng dan atau Surat berhargs

©, ienyelenggarakan pénggajian den pembayaran hak-hak Pegawail Dinas
Forumahan Dzrazh j

f, Mengurusi Kenangan perjalanan Dinas Pezawal Dinas Perumahan Dae =
rah j

8« Mengerjakan pembukuan, meneliti tanda bukti pembayaran serta mem—
pertanggung jawabkan semua penerimaan dan pengeluaran Keuangan =
yang ada dalam pengawasannys ;

h, Menyclenggarakan perhitungen angcaran Dinag Perumahan Daersh H
i. Menyelenggarakan tugas—tugas lzin yang diberikan oleh Kepala Sub
Bagisn Tata Usaha.



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas ¢

ae Menyelenggarakan pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi
pengumpulan data pegawal, absensi, buku induk Pegawai, mutesi, ke
naikan pangkat Pegawai, cuti Pegawal, pemberhentian dan pensim =
Pegawad ;

be Menyusun dan mengusulkan remcana formasi Pegawai j
ce MWelakscnakan pembinaon Pegawai yang meliputi disiplin kode etik =
dan usul pendidikan dan latihan kerjz ;

de Mengurus kesejahiteraan Pegawai beseris keltarganya
8, Menyelenggarakan tugas~tugas lain yang didberikan oleh Kepala Sub,
Bagian Tata Usaha.

BACGIAN KETIGA
SEKST PERSEWAAN DAN PERIJINAN
Pasal 11

Sekei Persewazn dan Perijinan mempunyai tugas @
8e Melaksanakan pendaftaran terhadsp perumahan yang dikuasai oleh Pe
merintah Daerah §

b. Melaksanzkan Pendaftaran, menerbitkan dan stan memperbaharui Su -
rat Ijin Perumahan (SIP) i

ce Meclaksenzkan pencabutan dan atau pembebasan Surat Ijin Perumahanw
(s1P) ;

de Memberikan pelayanan terhadap permohonan penetapan harga sewa Few
rumahan 3

€, Menctapken harga dan sewa Perumahan ;

fe Menerims titipan uang dan lain—lain delam bemtuk konsignatie untuk
selanjuinya diteruskan kepada Instansi Pengadilan Negeri setempat 3

g« Melaksanckan tugas~tugas lainyyang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekei Perscwaan dan Perijinan dipimpin olch georang Kepala Sekai yang
dalam menjalankan tugasnya bertangsung jawab kepada Kepala Dinas.

Pagal 12

Seksi Persewaan dan Perijinan terdirirdari
as Sub Seksi Pendafiaran ;

bs Sub Seksi Fenertiban dan Pencabutan 3IF
ce Sub Scksi Penetapan Harga Sewa.

-8

-

Tiap-tiap Sub Sekei dimaksud peda ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Ke
pala Sub Seksi yang dalam menjalankon fugasnya bertanggung jawab ke -
pada Kopals Seksi FPorsenan dan Perijinan,
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Pasal 13

(1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas
a. Melakeanakan pendaftaran dan pendataan rumaherumah di Wileyah kerja
Dinas Perumahan Daerah ;

be Melaksanakan pendaftaran kontrak, pendafiaran perdamaian, pendaftar
an sewa beli, pendaftaran scwa tonpa jangka waktu dan memberikan -
informasi kebutuhan Perumzhan di ¥Wilayah korjanya 4

ce Mclaksanakan penyimpsnan dor atol pengelolaan hasil pendaftaran bep
kas SIP serta kartotik ;

de Mclaksanakan tugas~tugas lazin yang diberikan olch Kepala Sckesi Per-
sewaan dan Perijinan ;
(2) Sub Scksi Penertiban dan Pencatzton Surat Ijin Perumahan {SIP) mempu =
nyal tugas :
e Menerima, meneliti dan mempelajzrl permohoman SIP meliputi pembghg~
ruan perpanjangmw, pengesahan, pengalihan dan penmbebasan SIp

be Heloksanakan pemoriksaan setempat dalam rangka ponertiban SIP, pem-
buatan SIP dan pembcbasan SIP ;

ce Mencatat dan membukukan STP yoang ftclab dikeluarkan, dicabut dan di
bebaskan ;

de Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olch Kepalz Seksi Perse
waan dan Perijinane.

(3) Sub Scksi Penctapan Harga Sews mompunyai tugas @

ae Mclayani permchonan penectapan hiorga sewa

be Moneliti kelengkapan dua keabsahan lampiran permohonan penetapan har
ga sewa Perumalian

Ce lMelaksanakan pemeriksaan sctempnt dalam rangka penetspan harga sews ;

de Menyampaikan permohonan pertimbangsn penetapan harga sewa kepads
Panitia Perumahan dalam rangka pinetapan harga sowa ;

Ce Menyusun rancangan Kcputusan penctipan harga sowa

fo Monyampaikan Kceputusan pencti.pan hargs sewa kepada yang bersangkute
an

ge Mclaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan olch Kopela Sckei Perw
sowaan dan Perijinan.

BAGIAN KERMPAT
SZEBT PENGADUAN DAN PELAPORAN
Pzsal 14

(1) Scksi Pengaduan dan Pelaporan mcompunyai tugas ¢



ae Menerima dan menampung segala permasalahan dibidang Perumshan
be Mengadakan pendataan terhadap permasalahan dibidang Perumahan ;
ce Melaksm=naokan tugas—-tugas lain ymg diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Seksi Pengaduan dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi =

yang dxlam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Di~
nasSe

Pasal 15

(1) Seksi Pengaduan dan Pelaporan terdiri d-ori
e Sub 3eksi Pengaduan
be Sub Selmi Pelaporan ;

(2) Tiap-tiep Sub Seksi dimsksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh -
georang Kepals Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
Jawab kepada Kepala Seksi Pengaduan dan Pelaporans

Pasal 16

{1) 3ub Seksi Pengadusn mempunyai tugas 3

a« Memproses segala perscalan mengenai Ferumzhan ;

bes Memproses Perumahan yang digunakan tanpa hak j

¢e Memproses persoalan Perumahan yang tidak memenuhi syarat yang di
tentukan oleh Menteri Sosial

ds Mcngusahakan Perdamainan

Ge Melaksanckan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengadue
2n dan pelaporane

(2) Sub Seksi Pelaporan mempunyal tugas @
a, Menampung pclaporan dan mencatat pormasalahan masyarakat akan Poe
rumnahan ;

bs Mengevaluasi terhadap semua laporan yang masuk dari Masyarakat

¢« Menyusun Program penyuluhan dalsm hal tertib penghuni Perumghan

de Mempirsiapkan dan mongadakan bahan-bohan penyuluhan

ce Melakukan kcgiatan penyuluban Hukum bidang Perumshan 3

f. Mengodokan koordinasi domgan Instansi lain dalam rangka penyuluhe-
an 3

ge Melsksonakan tugas lain yang diberikan oleh XKepala Seksl Pengadue
an dan pelzporals

BAGIAN KELIMA
SIKST PENCGAWASAN DAN PENCOSONGAR
Pasal 17

(1) Seksi Pengawnsmn dan Pengosongan mempunyai tugas s



(2)

(1)

(2)

(1)

ae Mengawasi penggunaan rumah sesuzi dengan peruntukarnys 3
by Mclaksanakan pengosongan terhadap
1. Perumahan yang dihuni 3an 2fau ditempati tanpa halk 3
2+ Perumahan yang dihwnil dan ~tou ditompoti tidak sesuai syarat-
yang ditentukon oleh Mintocri Sosial g
3¢ Perumaban yang telzh mondopotken Kepuiusan tetap berdssarkan,
pasal 24 ayat 1 {t) Poratur-n Pemerintah Nomor 55 tahun 1981
jmcto Keputusan Bersama Montori Sosial dan Menteri Dalam Ne—
gori Nomor 15
168
cs lMenyimpan bukti—bukti dan pertimbangan-pertimbangan uniuk bahar
laporan kepads Menteri Dalam Nogori dan ataun Menteri Sosial $ore
hadap Perumahan yang sudah diputus tetapi putusannys belum dilak
Exnakam j

$ahun 1982 3

b, Mclaksanakan tugas-—iugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas =
Pcrumghan Daerah 3

Scksi Pengawasan dan Fengosongan dipimpin olch seorang Kepala Scksi
yang dalam melakganakan tugasnya borianggung jawadb kepada Kepala Di
naSe

Pasal 18

Scksi Pengawasan dan Pengosongan terdiri dari
s Sub Scksi Pengawasan ;

Te Sub Scksil Pengosongan.

Piap-tiap Sub Sckei dimaksud pads ayat (1) pasal ini dipimpin olehe
scorong Kepala Sub Sckei yang dalam melakganakan tugasnya bertang -
gung jawab kepade Kopala Scksi Pengawosan dan Pengosongan.

Pasal 19

Sub Seksi Pengawasan mempunyai tugns @

ae Melaksanakan pengawasan terhadap rumsh-rumab scsuai peruntukannya

by Mungadakan tegur-n sccara lisan atau tertulis terhadap penggunge
an Pcrumahan yang tidzk sceuai dengan ketentuan peraturan per Une
deng-undangan yang berlaku ;

ce Mengadakan poninjauan setempat terbadap rumah yang akan dikosong=
kan j

de Mclaksanaknn tugas—-tugas lain yang diboerikam oleh Kepala Seksi Pe
ngawapan dan Pengosongan.



(2) Sub Seksi Pengosongan mempunyai tugas s

(1)

(2)

(3)

(4)

a. Menyiapkan Surat-surat perintah Pengosongan atau perintah pengosong
an dan menyampaikan kepada yang bersangkutan sesusi tenggang waktue
yang telah ditentukan

bs llengadskan konsultasi dan koordinasi dengan Inetansi lain yang ber
sangkutan bagi pelaksanaan pengosongan dalam Wilaysh rumah yang =
akan dikesongkan

ca Melaksanakan pengoscugan dengan baxiuan Polist dan Instansi yang -

bersangkutan j
de Mencotat dan mendaftar barang-b.rang dari rumah yang dikosongkan }

¢s lNenggudangkan barang-barang yang dikosongkan yang gudsngnys disedia
kan oleh pemilik rumah atau yang akan ditempati ;

f. liembuat berita acara pelaksanawn peéngosongan rumah yang ditsnda te-
ngani oleh semua petugas yang bersangkutan ;

ge lMeluporkan hasil pelaksanaan pengosongan kepada Kepala Dinas yang =
gelanjubtnya Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan tugas terse -
but kepada Kepala Daerah ;

he Melaksanokan tugas—tugas lain yzng diberikan oleh Kepala Seksi Pe
ngawasan dan Pengosongane.

BAB VII
TATA KERJ4
Pasal 20

Xepala Dinas melaksanakan tugasnys berdssarkan kebijakeanasn yang dite
tapkan oleh Kepals Daerah ;

Kepala Dinas berkewajiban melaksanakwn prinsip-prinsip koordinasi, i
tegrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Per

rumshen Daerab maupur dengan Instansi=-instanei lain diluar Dinas

Kepnala Stb Bagian Tata Ustha, Kepzla Seksi, Kepala Urusan dzn Kepala ~
Sub Seksi bharue melxksanakan prinsip=-prinsip kcordinasi, integrasi,sin
kronisasi dan simplifikesi sesuai dengan tugasnys masing-masing 3

Kepnl: Dinas, Kepala Sub Bagian Tat» Usaha, Kepala Sekei, Kepala Uruge
en din Xepala Sub Seksi masing-masing bertanggung jawnb memberikan bim
bingzn =2tau pembinaan kepada bawahannya serts melaporkan hasil-hasil
relaksanaan tugasnys menurut hirarkhi jobatannys masing-masing.
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BAB VIII
PEKGANGKATAN DAY PIMBERHEENTTAL XKEP LA DINAS
Pasal 21

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepals Dinas dilakukan oleh Kepala Dae—
rzah 3

(2) Jabatan Kepsla Dinas tidak dapat dirangksp

(3) Kepzl: Sub Bagian Tata Usaha, Xepala Scksi, hepala Urusan dan Kepala =
Sub Se¢ksi diangkat dan diberhentikan olch Kepala Daerah demgan mempers—
stiksn pendapat dan usul dari Kepals Dinas

(4) Apsbila Kcpala Dinas berhalangan menjzlunkan tugasnya, Kepale Dinas da
pat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atan salah seorang Kepala =
Beksi untuk mewakilinya.

BB 1X
KZPSGAWATAN
Pasal 22

Pegawai Dinas Perumahan Daerah diatur sesu:j dengan Peraturan Kepegawaian
yang berlaku,

BiB X
KLUANGAN
Pasal 23

Keuangan urtuk pembinyaan kegiatan Dinag Porumahan Daerah disediakan dari

Anggaran Pondapatan dan Belanja Daerah gorta subsidi atau bantuan dari Pe

merintah atasan dan Lembaga Xeuangan lainnya distur Pemerintah Dacrah yang
Sah,

BAB XTI
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 24

Dengan berlzkunys Peraturan Daerah Ini meks segala ketentuan yang pernah
ada dan bertentangan dengan Peraturan Daorah ini dinyatakan dicabut dan ti

BB XII
KETBNTUAN FENUTUP
Pagal 25
Hal=-hal yang belum suakup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang me -

nyangkut pelaksanaan darl ketentusn-ketentusn Peraturan Daerah ini akan di
atur lebih lanjut oleh Kepala Dacrahes
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Pagal 26
(1) Peraturan Daerah ini mulad berlaku pada tanggal diwdangkan j

(2) Mengundsmgkannys Peraturan Daerah ini dixlam Lembaran Daerah XKota
madya Daerah Tingkat IT Syrabaya.

Surabays, 20 Mei 1987

TEWAN FPERWAKTLLN RAKYAT DAERAH WALTKOTALLDYA KEPALA DATRAE
KOTAMADY.A DAERAH TINGEAT IT SURBATA TINGKAT IT SURABAYA
Ketua,
$td ttd
STANY SOEBLKIR o~ dr. POERNOMO KASIDI o~

Disahkan dengwm Keputusan Gubernur XKepals Doerali Tingkat T Jawa Timir
tanggal 22 Agustus 1987 Nomor 227/P tahun 1587.

ine GUBERNUR KEPALA DABRAH TINGKAT I
JARA TIMUR
ssisten Sekretards Wilayah/
beersh
ttd

M. ARIEF MULJADI, SH
Nipe 510 019 6404

Diondangken dwlam Lembarar Daerah Kotamadya Dnerah Tingkat IT Surabaya
Nomor 8 tanggal 8 September {987 Seri C.

ine WALIKOTAMADYA KEPALA DABRAH
TINGILT IT SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

MS.SDENAQRJO.-

Salinan sesuzai dengan aslinya Nipe 510 048 479.
Sekretaris Kotamadya/Deerah
Tingkat II Surzbaya

SRR

", MOOH.+ INSJAFIONO, Si

“Nipe 510 034 779




PENJELASAN PERATURLE DADRAH KOTAM.INA DAERAH TINCGKAT TI SURABAYA
NOMOR 5 THUN 1987
TENTNG
PEMBUNTUEAN SUSUNAN ORGANISAST DAX TAT.. KZRJ. DIN:S P ERUMAHAN DAERAH
KOTAMADY 4 DALRAH TINGKLT IT SURIBAYA

T. FPERRJEL.SAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peratursn Femerintah Nomor 6 tahun 1958 tentang
Penyersnhan Tugas Urusan Perumahan kepnda Pemerintah Daerah TMngkst I =
juncto Peraturan Deerzh Propinsi Juw~ Timur Nemor 5 tahun 1968 Tentang =
Fenyerzhan Tugss Upusan Ferumahnn kepads Daerah Tingkat IT, maka dipan —
ding periu dibentuk Dinas Perumahan D:crah yang menangmni Urusan terse -~
but dengan jalan meningkntkan kedndukan Kantor Urugan Perunahan Kotama ~
dyn Dacrah Tingkat IT Surabays menjadi Dinas Perumahan Daerah Kotamadyae
Drersh Tingkat IT Surabayne

Sebrgal pedoman Pembentukan Dinas Perumahan Daerah sesusi dengan=
ketentusn Pasal 49 Undang-umdang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintah di Daerah juncto Keputussn Meuteri Dalam Negeri Nomor 363 $a=
hun Pedoman Pembentukan, Susunan Orgonisasi dan Tata Kerjs Dinas Daerah,
Menteri Dolam Negeri telah menerbitken Surat tangzal 8 Pebruari 1986 Nom
mor 061/1595/8J perihal Pembentuksn Dinng Perumahan Daerah Tingkat TI.

Sebagal tindak lanjut Surat Menteri Delmm Negeri tanggal 8 Februg
ri 1986 Nomor 061/1585/8J tersebut, Cubermur Kepnla Daerah Tyngkat I Ja=
w2 Timur telah mengeluarkan petunjuk-petunjuk yang tertuang dalem Surat
Gubernur Kepale Daerab Tingkat I Jows Pimur tanggal 10 April 1986 Nomor=—
061/6385/1986 tenting Pembentukrm Dinns Perumahan Daerah Tingknt IT,

Peraturan Drerah ini telah disusun berdasarkan kedus pedoman ter—
sebut yiitu Surat Menteri Delom Negeri tanggsl 8 Pebruari 1986 Nomor 061/
1585/8J dan Surat Gubernur Kepala D-cr:bh Tyngkat T Juws Timur tanggal 10
4pril 1986 dengan penyesuaian seperlunyn berdssarkmn kondisi yung terda~
pat dalam Deerah Kotamady~ Daersh Tingkat IT Spyrabayze

Dengan ditetapkanny= Peraturan Drcrah ini Susunan Organisasi ser-
ta tugas Kantor Urusan Perumahan Kotam~dyn Deerah Tingkat 1Y Surabaya
yang didirikan olch Menteri Sosial Republik Indonesin berdasarknn ketene
tuan pasal 4 Peraturan Stantsblad 1948 Nomor 3 dan terakhir digerahkan =
kepada Pemerintah Kotamadya Dacrah Tingkat IT Surabays berdesarkan Pera-
turan Daerah Propinei Jawa Timur Nomor 5 tahun 1968 dinyatakan dialihkan
dan disesuaikan demngan Peraturan Dnersh ini.



Dengan dibentuknya Dinas Perumahan Dicruh Kotamadya Daerah =
Tingkat II Syrabaya ssbagai peleburan Ksznior Upusan Perumshan Kotamg
dya Deerah Tingkat IY Syrabaya diharapkan penanganan dan atan pela =
yanan dolim moszlah Perumahan Dalam Wilayah ¥otumadya Deerah Mngkat
IT Sursboya dipart ditingkatkan karena Perumahan mempunyai arti yang-
sangat penting dw mendssuwr bugl kehidupan m:inusia disamping ketentu
an Pokok lainnyne

Perumshmn dal-m %s3tanan kehidupsn brngsa mempunyai makna an =
tara lain s
1s Sarant kunci sosinlis.si ywng memungkinksn orang melaksanakan
fungsi Sosindiny. don penghuninyn dilipwti rasz aman, tenteram dan
bahagia ¢

2« Ilemcnts individium untuk membongun dirinya sebagai manusia seutuh
nyz dan sebugai bagian dari mosyarakot 1ingkungamya

3. Sarzna untuk dapat berdialog dengan dirinye, keluargenya, bangsa~
nya, alam sekifarnya dan Tuharmya

4o Sebapai inti pemukiman bangsa ywng sedang membangun yang merupa -
ken sendi ketahanan Sosial yang berarti jugs ketahanan Nasional j

5¢ Lebih merupakon "WHOME dari pada HOUSZE™ yang memungkinkan bagi po=
ningkatan kwalitag hidup dsn toraf kesej-hteraan Sosial penghuni=
NYae

Disamping Perumchan mempunyai aspek-aspek Sosiul tersebut diatas, Pe
rumaban juga mempunyal aspek-aspek Ikonomi d:zlam Pembangunan, sehing
g2 kedu: aspck ini perlu untuk mendapatkan perhatian yang baik dan -

kongepaionil,.

Henyadari arti pentingnys Perumnhen, terutama tentang jumlahe
Perumahon ying ada dibwndingkan dengan kcbutuhm masyarakat akan Pee
rumahin ferutana dideser-k perkotann, mnk: Pemerintah telah mengambil
kebijaksanaan yaitu dengn memberikan iklim yng beik kepada pihak =
swastz wmtuk menwmamkan modalnya dalam bidung Pembangunan Perugah de
ngon mempérh:tikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, Pemerintah dn =
lam hel dnd sdalah bersifiat memberikan bontuan, memberikan kemudahsn
kemudahan dzn mendorong semangnt membongun,

Hengingat permasy=lnhan-permasyslahan tersebut diatas, sudah-
waktunys wier perlu adanya wadah yang montap dari segl kelembagaan —
yang monongani Urusan Perumahan di Duserazh ynitu berbentuk Perangkate
Deardh Dinas Perumohsn Dierah Kotamadys Dncrah Tingkat II Surabayae



II, PENJELASAN P.S.L DIMI P'S:iL

Pagal 1
Pag=l »

Pamal 3 sampal dengmn Pasal
20

Pasal 21 ayat (1)
Pasal 21 ayat (2)

Papal 21 ayat (3)
Pasal 21 ayat (4)

Pasal 22 sampal dengan pasal
26

"5

Cukup Jjclas

Derg-n ditetapknnnya ketentuan tersebut
d:lam Pasal ini dimaksudkan semus tugag
tugls; kewajiban—kewzjiban, kekayaan -
aten inventaris, sarana don prasarana,
scimr kegint-nm duwi Ksntor Upusan Peru-
nzhan Kotamady~ Dherah Tingkat IT Sura-
by semenjak berlakunys Peratursn Dae-
rab ini dialihkan kepada Dinas Perumah—
ar D-orahe

Cukup jelas

Cukup jelas

Dengan ditetapkannys ketentuan tersebut
dodam passl ini dibarapkan Kepala Dinas
dipt méncurahkan seluruh kemampuamyse
untuk melaksanskan tugas—tugas yang cue-
kup berat dan penting dnlam rangka pé -
1 ksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
Cukup jelas

nl ini dimaksudkan spabils Kepsla Dinas
berh2langan hadir dalam menjalankan tu—
gnsnya, tugas dari Kepzla Dinns tidek -
ckan terhenti zkan tetepi dapat diwakili
oleh ssl-h seorang pembontunya yang di-
tunjuk sehinge: kontinuitas poekerjaan =
drn pelayanan kepada masysrakst tetap =
berjnlan lancar tanpa hedirnya Kepala =
Dinazsa.

Cukup jelas
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